
 

 

Kepada Yth. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di  
       Jakarta 
 
 
 Sehubungan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja berpredikat WBK 
(Pengadilan Negeri Bandung) dan hasil evaluasi pembangunan ZI tahun 2023, dengan ini kami 
sampaikan rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN sebagai berikut :  
 

REKAPITULASI PENYAMPAIAN 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) 

DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG 
TAHUN 2023 

 
 

NO KETERANGAN JUMLAH 
1 Jumlah seluruh Aparatur Negara 137 
 a. Wajib LHKPN 95 
 b. Tidak Wajib LHKPN 42 

2 Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta 
kekayaan melalui LHKPN 

95 

3 Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan 
harta kekayaan melalui LHKPN 

Nihil 

4 Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi  
harta kekayaan melalui SPT Tahunan 

42 

5 Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan 
informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan 

Nihil 

6 Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan 
Harta Kekayaan Aparatur Negara 

Nihil 

  
Demikian rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN kami sampaikan, atas perhatian dan 
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
 
 

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG, 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

BUKTI LAPOR LHKPN 2023 

HAKIM PN BANDUNG 

 

 

 
Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus 

Jl. L.R.E. Martadinata 74-80 Kota Bandung 

























































































KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SUPARNO

NIK : 3215010304650002

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI BANDUNG

Jabatan : PANITERA MUDA PERDATA

Jenis Laporan : Periodik - 2023

Tanggal Kirim : 10 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-01-10 14:53:07
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KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : HENNY WIDYASTUTI

NIK : 3374135611730002

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI BANDUNG

Jabatan : SEKRETARIS

Jenis Laporan : Periodik - 2023

Tanggal Kirim : 9 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-01-09 10:52:03





Yth. Sdr  ADE SUHERMAN 
 
MAHKAMAH AGUNG 
 
Di Tempat 
 
Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima 
dengan ringkasan sebagai berikut : 
 

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta 12950 

 
LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
 
 
Atas Nama : ADE SUHERMAN 

Jabatan : PANITERA MUDA HUKUM - PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG - 
PENGADILAN TINGGI BANDUNG 

Bidang : YUDIKATIF 
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG 
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2023 
  
 
 
Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. 
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami 
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. 
 
Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan 
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim 
kembali). 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email 
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198. 
 
Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih 
 
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas 
email ini. 
 
Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id| elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198 
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